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PARTA]RMENAT MATIEGAL

PERATURAN PARTAI
MNOMOR 01 TAHUN 2024

Tentang :

HUBUNGAN PARTAI DENGAN FRAKSI
PARTAI AMANAT NASIONAL DI LEGISLATIF

Atas berkal rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,
setelah :

Menimbang

{a) Berdasarkan Anggaran Dasar PAN BAB X111 Pasal 27 avat 1 dinvatakan bahwa Fraksi PAN
adalah sarana perjuangan Partai yang menjalankan kebijakan Partai di lembaga Legislatif:

(b) Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga PAN BAB XV Pasal 66 ayat 1 dinyatakan bahwa
Fraksi PAN adalah alal perjuangen Parfai di lembaga Legislatif yang di bentuk oleh Dewan
Pimpinan Partai atan sebagai fraksi pabungan dengan Pariai lain sebagai mitra koalisi;

{c) Berdasarkan Anggaran Rumah Tangea PAN BAB XVI Pasal 67 Mckanisme Kera dan
Hubungan kerjasama ayat 1 s.d, 7;

(d) Bahwsa untuk menjamin kelancaran komunikasi, kemudahan transformasi kebijakan Parta
dan peningkatan efektivitas sirategi perjuangan Partai di lembaga Legislatif maka diperfukan
suatu peraturan vang mengatur tentang hubungan Partal Amenat Nasional dengan Fraksi
PAN di lembaga Legislatif;

(e} Bahwa Hasil Keputusan Kongres Partai Amanat Nasional di Kendari, Sulawesi Tengpara
tahun 2020 tentang Hubungan Partai dengan Fraks: Partai Amanat Nasional perdu
disesuaikan dengan perkembangan masyarakat seria dinamika dan perubahan amuran
ketatanegaraan tentang Parpol dan Susunan dan Kedudukan Angpota DPR RL DPRD
Proving, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan perlu membuat Peraturan Partai mengenai
Fraksi:

(f) Bahwa Peraturan Partma Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Hubungan Partai dengan Fraksi
Partai Amanat Nasional di Legislatif sudah tidek lagi sesuni dengan tuntutan perkembangan
sosial politik, program kerja dan kebutuban pengelolaan Partai kedepan, schingga perlu
dilakukan perubahan;

(g) Bahwa berdasarkan hasil keputusan Rakernas [V Partai Amanet Nasional tanggal 29 Juni
2024 di Jakarta telah disetujui Perubahan Peraturan Partai Nomor 03 Tabun 2021 tentang
Hubungan Partal dengan Fraksi Partai Amanat Nastonal di Legislatif agar kinerja Partai dan
Fraksi PAN di Lemislatif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, kesinambungan
pemerataan pembangunan serta terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakal yang

berkeadilan;
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{h) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf {a) s.d. huruf (g) di atas perlu disahkan perubahan
Peraturan Partai tentang Hubungan Partai dengan Fraksi Partai Amanat Nasional di

Legislatif.
Mengingat :
Platform Perjuangan Partai Amanat Nasional;

Bab XI1I Pasal 27 ayat | Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional;
Bah XV Pasal 66 dan Bab XV1 Pasal 67 Angparan Rumah Tangga Partai Amanat Nasional,

Memperhatikan:
Hasil Keputusan Rakernas [V Partai Amanat Nasional tanggal 29 Juni 2024 di Jakarta.

b=

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Peraturan Partal tentang Hubungan Partal dengan Fraksi Partai Amanat Nasional di
Legislatif. schagal berikout:
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Partai ini vang dimaksud dengan:

{1} Partei Amanat Nasional selanjutnya disingkat PAN yang termaktub di dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Bumeh Tangzs (sclanjutnya disingkat ADJART) PAN hasil
ketetapan Konggres 'V PAN di Kota Kendan, Sulawesi Tenggara tanggal 10 - 12 Februari
2020 dan telah disahkan oleh Asbar lmran, 5.H. Notans di Kendar dengan Akta Nomor
08 tanggal 12 Februari 2020,

{2} Dewan Pimpinan Pusat PAN yang selanjuinya disebut DPP, Dewan Pimpinan Wilayah
PAN vang selanjutnya dischut DPW, Dewan Pimpinan Daerah PAN vang sclanjutnya
disebut DPD, Dewan Pimpinan Cabang PAN vang selanjutnya disebut DPC, dan Dewan
Pimpinan Ranting PAN yvang selanjutnya disebul DPRt;

(3) Majelis Permusyawaratan Rakwat, selanjutnya disebut MPR, adalah Majelis
Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

(4} Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
selanjutnya disebut Dewan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Megara Republik Indonesia Tahun 1945;

(5) Fraksi PAN adalah anggota Legislatif dari PAN yang berada di Dewan di semua

tinghkatan;
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Fraksi Gabungan adalah kelompok anggota Legisletif dari PAN dan Partai-Partai lain
vang berada di Dewan di semua tingkatan;

Komisi adalah alat kelengkapan Dewan vang diatur oleh Tata Tertib Dewan;

Tim Asistensi adalah pengurus dan atau anggota Partai vang ditetapkan dan ditugaskan
Partai untuk membantu kelancaran tugas, kerja, dan fungsi Fraksi;

Tenaga Ahli adalah pengurus dan atau angeota Partal vang ditetapkan dan ditugaskan
Partsi untuk membantu kelancaran tugas, kerja dan fungsi Fraksi dalam memberikan
pemikiran konstruktif]

Keputusan Partai adalah keputusen yang diambil melalui mekanisme Rapat Harian Partai
di semua tingkatan.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Partai ini adalah:

(1)

{2)

{3

Sebagai panduan yang wajib dipatuhi oleh Fraksi PAN dan seluruh anggots Dewan, mulai
dari tingkat DI'R Rl DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Untuk mengatur hubungan antara Partal sebagai pimpinan induk organisasi dengan Fraksi
PAN di Dewan sebagai alat perjuangan Partai dalam melaksanakan kebijaksanaan Partai;

Agar terjalin koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara kebijakan Partai dengan
langkah-langkah Fraksi PAN di Dewan.

BAB 111
NAMA

Pasal 3

Mama Fraksi Parta1 di Dewan adalah Fraksi PAN atau disingkat FRAN.

{1

{2)

{2)

Pasal 4

Bila tidak memenuhi persyaratan sesuai Tata Tertib Dewan untuk menjadi Fraksi PAN,
maka diwajibkan bergabung dengan Partai lain membentuk Fraksi Gabungan di Dewan;
Fraksi Gabungan dimungkinkan menggunakan nama lain dan diupayakan mencantumkan
nama Fartai atau nama yang mencerminkan semangat gabungan Partai;
Dalam proses pembentukan Fraksi Gabungan maka anggota Dewan wajib berkonsultasi
terlebih dahulu dengan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya dengan tetap menjaga
apint nilai reformasi dan demokrasi. |
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BAB IV
FUNGSL, TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAR

Pasal §

Fraksi PAN adalah alat perjuangan Partai di lembaga legislatif vang dibentuk oleh Dewan
Pimpinan Partai atau sebagai Fraksi Gabungan dengan Partai lain sehagai mitra koalisi, yang
berkewajiban melaksanakan kebijakan Dewan Pimpinan Partai,

Pasal 6
Fungsi
Fungsi Fraksi PAN atau Fraksi Gabungan Partai adalah:
{1) Melaksanakan dan memperjuangkan kebijakan Dewan Pimpinan Partai demi uontuk
kebakan masvarakat, bangsa, dan negara;
{2) Menyerap aspirasi dan kebuluhan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat
menjadi kebijjakan publik dan atae program pemenntah;

(3) Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, dan daya guna para anggota Dewan dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya,

Paxal 7
Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawah

Fraksi PAN atau Fraksi Gabungan memiliki tugas, wewenang, dan tanggungiawab untuk:

(1)  Melakukan koordinasi, integrasi. dan sinkronisasi pada bidang kegiatan dan program
tertentu sesuai dengan kebijakan Pamai, AD/ART, Keputusan Kongres, Rakemas, dan
Peraturan Partai untuk diperjuangkan di lembaga Legislatif;

(2}  Melakukan konsultasi, pengolaban data, laporan tertulis setiap masa sidang, monitoring,
dan evalvasi sebagai dasar pertimbangan dan rekomendasi terhadap pengambilan
keputusan dan kebijakan Partai pada bidang terientu;

(3) Melakukan komunikasi, sosialisasi informasi, dan edukasi kepada konstituen dan
masyarakat luas tentang kebijakan Partai pada bidang tertentu vang diperjuangkan di
lembaga legislagf’

(4) Bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Partai.
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BAB V
JENIS DAN TUJUAN RAPAT

Pasal 8
Jenis Rapat Fraksi terdiri dari:
(1} Rapat Pimpinan Parta dengan Fraksi;
(2} Rapat Pleno Fraksi;
(3) Rapat Pimpinan Fraksi;
(4) Rapat Komisi Fraksi;
{3} Rapat Fraksi Gabungan dengan Partai dan atan pabungan Partai.
Pasal 9
{1} Rapat Pimpman Parta dengan Fraksi diselenggarakan di dalam Rapat Harian Partai
sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali;
{2} Tujuan rapat adalah untuk menetapkan kebijakan politik  vang  penting,
mensinkronisasikan program Fraksi dengan Partai dan atau program Partal dengan Fraksi.
Pasal 10

Fapat Pleno Fraksi adalah rapat vang dihadin oleh seluruh anggota dan Pimpinan Fraksi untok
meneiapkan strategi politik dan melaksanakan putusan Partai, dilaksanakan sekurang-
kurangnya 1 (satu) minggu sekali.

Paszal 11

Rapat Pimpinan Fraksi adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus Fraksi yang bertujuan untuk
menyusun kerangka pemikiran strategis dan pengambilan sikep dan posisi Fraksi untuk
disampaikan kepada Pleno Fraksi. dilaksanakan sekurang-kurangnyva | {satu} minggu sekali.

Pasal 12

Rapat Komisi Fraksi adalah rapat vang dihadiri oleh anggota komisi Fraksi vang bertujuan untuk
memperjeangkan plaform dan agenda perjuangan Partai bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan
negara melalui komisi di Dewan.

Pasal 13

Rapat Fraksi Gabungan dengan Partai dan atau gabungan Partai adalah rapat vang dilaksanakan
oleh Partai dengan Fraksi Gabungan atau antara Partai dengan pabungan Partai yvang berkoalisi
membentuk Fraksi.
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BAB VI
PELANTIKAN ANGGOTA DEWAN
Pasal 14

Setiap Anggota Dewan terpilih yang akan dilantik wajib Menadatangani Pakta Integnitas
yang diatur aleh DPP PAN;

Anggita Dewan yang terpilih kembali wajib melunasi juran periode sebelumnya ke DPP
PAN;

Dika Anggota Dewan yang terpilih kembali hidak memenuhi kewajiban sebagaimana ayat
(2) maka yvang bersangkutan tidak akan dilantik.

BABR VII
MEKANISME PEMBENTUKAN FRAKSI

Fazal 15

Fraksi PAN dan‘atau Fraksi Gabunpan dibentuk setelah pelantikan anggots Dewan
terpilih yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai;

Pimpinan Fraksi PAN terdiri dari angpota Dewan yang menjadi Pengurus Haran Partai
dan yang bukan Pengurus Haran Partai;

Apsbila anggota Dewan tidak ada dan unsur pengurus Harian Partai, maka pimpinan
Fraksi dapat dipilih dari anggota Dewan yang ada;

Pimpinan Fraksi PAN ditetapkan dengan Surat Keputusan Partai;

Fraksi Gabungan Parta ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Partai-Partai yang
bergabung dalam satu Fraksi oleh Partar sesuai dengan tingkatannya;

Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus mendapatkan
persetujuan dari DPP PAN,

Pazal 16

Dalam hal pimpinan Fraksi terpilih sebagai Pimpinan Majelis Pesmusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenKota, yang bersangkutan
ditetapkan sebagai Penasihat Fraksi dengan melepaskan jabatannya sebagai Pimpinan
Fraksi;

Pimpinan Faksi dapat dievaluasi dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai setiap
saat sesual dengan kebutuhan dan kepentingan Partai.
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Pasal 17
Kewenangan Pimpinan Fraksi

Pimpinan Fraks: merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif:

Pimpinan Fraksi melaksanakan instruksi Dewan Pimpinan Partai dalam penempatan
anggota pada Pimpinan/Anpgpota Alat Kelengkapan Dewan;

Pembagian tugas dan tata kerja Pimpinan Fraksi diater dengan musyawarah dan mufakat
antar pimpinan Fraks: dan disampaikan kepada seluruh anggota Fraksi;

Pimpinan Fraksi bertanggungjawab kepada Partai dan membuat laporan tertulis tentang
segzala hal yang telah, sedang, dan zkan dilaksanakan oleh Fraksi kepada Partai sekurang-
kurangnya satu bulan sekali.

Pasal 18
Tugas Pimpinan Fraksi

Pimpinan Fraksi berkewsjiban memperjuangkan anggots Fraksi menjadi pimpinan
Komis: dan‘atau pimpinan Baden-Badan serta Kepanitisan di Dewan sesuai dengan
kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan
pitnpinan Partai;

Pimpinan Fraksi mengutamakan memberikan kesempatan kepada anggota Fraksi untuk
menjadi pimpinan Komisi Badan-Badan, dan kepanitiaan di Dewan;

Pimpinan Fraksi harus secara cermat mengusulkan pimpiman Komisi, Badan-Badan atau
Kepanitiaan di Dewan yang mendapat dukungan dari anggota Fraksi Jain;

Sebelum pimpinan Fraksi mengajukan pimpinan Komisi, Badan-Badan dan kepanitiaan
di Dewan, pimpinan Fraksi harus menampung aspirasi seluruh anggota Komisi terhadap
kemungkinan peluang menjadi pimpinan Komisi. Badan-Badan dan kepanitiaan serta
mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Partai lain atau pimpinan Fraksi lain di
Fomisi, Badan-Badan atau kepamtiaan terscbut;

Pimpinan Komisi, Badan-Badan dan Kepanitiaan harus selalu berkonsultasi dengan
Pimpinan Fraks dalam melaksanalkan tugasnya;

Dalam menentukan keputusan strategis terhadap masalah tertentu, pimpinan Fraksi
bersama samu prmpinan Komisi, Badan-Badan dan Kepanitiaan wajib berkonsultasi dan
mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Partal sebelum mengambil keputusan;
Pimpinan Fraksi berwajiban untuk melaporkan kepada pimpinan Parta jika ada anggota
Fraksi yang dijatuhi hukuman pidana dar lembaga persdilan dan/atau sanksi dan
Mahkamah Kehormatan Dewan {MEKD);
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Partai akan melakukan pembelaan hukum terhadap pimpinan dan anggota Fraksi yang
terkena perscalan hukum dan belum dijatubkan putusan pidana yang mempunyai
kekuatan hukum tetap;

Bagi pimpinan Fraksi vang sedang dalam proses peradilan, semua jabatannya di Fraksi
akan digantikan oleh anggota lain sesuai keputusan dari Partai;

Kapoksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan melakukan koordinasi
dengan Pimpinan Komisi dan Partai,
Pasal 19
Tim Asistensi Fraksi

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, Pimpinan Fruksi dibantu oleh Tim Asistensi;

Tim Asistensi adalah pengurus Parlai yang diangeap cakap dan profesional terdin dari
seorang Keton dengan jumlah Komisi yang ada;

Tim Asistensi dibentuk dan ditetapkan Partai;
Tim Asistensi bertugas membantu pelaksanaon tugas Fraksi;

Tim Asistensi harus menjaga hubungan baik dengan Fraksi dan bertanggung jawab
kepada Partai;

Pelaksanaan dan pembagian tugas tim Asistensi diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim
Asistensi bersama Pimpinan Fraksi;

Pimpinan Fraksi dapat mengajukan usulan penggantian Tim Asistensi kepada Partai, dan
Parta diharspkan dapat memperhatikan permintaan pimpinan Fraksi.

Pasal 20
Tenaga Ahli Fraksi DPR R1

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, Pimpinan Fraksi dibantu oleh Tenaga Ahli;

Tenaga Ahli adalah pengurus dan/atau anggota Partai yang dianggap cakap, profesional,
dan mampu memberi kontribusi permkiran bag kelancaran tugas Fraksi;

Tenaga Ahbli ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai;
Pelaksanaan dan pembagian tugas Tenaga Ahh daatur Iebih lanjut oleh Pimpinan Fraksi;

Pimpinan Fraksi dapat mengajuken usulan penggantian Tenaga Ahli kepada Dewan
Pimpinan Partai.
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BAB VIII
KOMISI DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Pasal 21
Penempatan Anggota di Komisi Dewan

(1} Setiap anggota Fraks: berdasarkan minalt dan bidang serta kualitas masing-masing
anggota, kecuali Penasihat Fraksi yang menjabat sebagai Pimpinan Dewan, hans menjadi
anggota salah satu Komasi vang ada di Dewan;

(2} Setiap anggota Fraksi dapat dan berhak menjabat sebagai Pimpinan Dewan, Pimpinan
Komisi dan Pimpinan Badan-Badan;

(3} Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pariai;

(4} Setiap anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berkerwajiban membuat laporan secars
tertulis kepada pimpinan Fraksi setiap satu bulan sekali vang selanjutnya oleh Pimpinan
Fraksi dilapotkan ke Dewan Pimpinan Partai;

{(5) Kapoksi dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan koordinasi, melaporkan dan
bertanggungjawab kepada Pimpinan Komisi,

Pasal 22
Sikap Angpota Fraksi dan Kebijakan Fraksi

{1} Semuaanggota Fraksi sesuai dengan tingkatannva di Partai harus taat, patuh, dan tunduk
terhadap keputusan dan Kebijaksanaan Partai dalam rangka memperjuangkan kepentingan
rakyat;

{2} Bila dalam persoalan tertentu ada angeota Fraksi memiliki pemikiran berbeda atau dinilai
tidak sesuai dengan kebijakan Fraksi, maka vang bersangkutan diberikan kesempatan
untuk menjelaskan pemikirannya di Rapat Pleno Fraksi;

(3) Apabila Rapat Pleno Fraksi menolak pemikiran anggota vang bersangkutan karena tidak
sesual dengan kebijakan Fraksi maka anggota bersangkutan fidak boleh membual
permyataan yang bertentangan dengan kebijakan Fraksi ke publik;

(4) Apabila ayat (3) dilanggar olch anggota Fraksi bersangkutan maka Fraksi berhak
memberikan rekomendasi kepada Partai agar vang bersangkutan diberikan sanksi Partai
sesusi dengan mekanisme Parfai.

Pasal 23
Kewajiban Anggota Fraksi

Setiap angoota Fraksi berkewajiban uniuk:

(1) Hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan Fraksi;
(2)  Memperhatikan izo aktual umiuk dibahas di Rapat Fraksi;
(3) Menjaga hubungan baik dengan para konstituen dan akiil’ membuat kegiatan di Dacrah

Pemilihan;
; % ]
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Membuka Perwakilan amo Pos Pengadusn di RumahEantor PAN di Dacrah
Pemilihannya puna menampung aspirasi masyarakat;

Melaksanakan program kepedulian terhadap masyarakat twrutama di Dwerah
Pemilihannya;

Melakukan kerjasama dengan Dewan Pimpinan Partal, DPR RI, DPRD Provinsi, seria
DPRD Kabupaten/k ota.

BAB IX
IURAN ANGGOTA DEWAN

Pasal 24
Kewajiban Iuran ke Partai

Setiap anggota Dewan berkewayjiban untuk memberikan wran kepada Dewan Pimpinan
Partai dengan menandatangan Pakia Integritas vang akan diatur olch DPP PAN;

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berkewajiban
memberikan iuran kepada Dewan Pimpinan Parel dar seluruh penerimasn per bulan
sehaga anpgota Dewan, yang besarannya akan di tetapkan oleh DPP;

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provins dan DPRD Kabupaten/Kota
wijib memberikan iuran kepada Dewan Pimpinan Pusat sebesar 2085 (dus puluh persen)
dan seluruh penerimaan per bulan sebagai anggota Dewan;

furan anggota Dewan, sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayvat (3) digunakan untuk dana
saksi dan program pemenangan Pemilu;

Dana pemenangan Pemilu schagaimana dimaksud ayat (4) sebesar 20% dikinim ke
rekening khusus Badan Saksi Nasional dan penggunaannya akan diatur lebih lanjut oleh
DPE;

Anggota DPRD Provinsi wajib memberikan sumbangan kepada Dewan Pimpinan
Wilayah PAN untuk pelaksanaan program kerja Partai;

Anggata DPRD Kabupaten/Kote wajib memberikan sumbangan kepada Dewan Pimpinan
Daerah PAN untuk pelaksanaan program kerja Partai.
Pasal 25

Mekanisme Administrasi Turan

Anggota DPRD Provinsi den KabupatenKota wajib secara kolektif melalui FPAN
mentransfer ke rekening khusus Badan Saksi Nasional sebhesar 20% dar seluruh
penerimaan per bulan sebagai angeota Dewan berdasarkan lampiran Sekretariat Dewan;

Pembavaran iuran anggota DPRD sebagaimana ketentuan ayat (1) dijalankan schagai

berikut:
i % %
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a. Angeota Dewan langsung dipotong oleh Fraks: dengan cama setiap anggota Dewan
berkewajiban untuk memberikan surat kuasa kepada Fraksi dan diserahkan kepada
Sekretaris/Sekretariat Dewan untuk dimasukkan ke dalam rekening Partai dengan
memberitahukan kepada DPP;

b. Pemotongan langsung oleh Fraksi setiap bulan tersebut terhitung sejok anggota Dewan
menerima gaji pertama sampai dengan berakhimya masa tugas sebagai anggota
Dewan;

c. Badan Saksi Nasional akan memberikan bukti penerimaan pembayaran iuran.

Jika anggota Dewan langsung mentransfer kewajiban juran ke rekening khusus Badan
Saksi Nasional, maka akan diberikan bukti penenmaan pembayaran iuran.

Pasal 26
Sanksi tentang loran

Bagi pimpinan dan anggota Fraksi DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
vang tidak melaksanakan Peraturan Partai ini akan mendapatkan surat teguran dari Dewan
Pimpinan Partai dan bilamana surat tegeran tersebut bdak ditaati, maka anggota dewan
tersebut dilakukan Pergantian Antar Waknu:

Bagi pimpinan dan anggota Dewan yang tidak mematuhi mekanisme di Peraturan ini tidak
diperkenankan menjad: pengurus Partai dalam semua tingkatan;

Anggota Partai vang pemah menjadi anggota Dewan dapat menjadi pengurus Partai
apabila telah melunasi kewajiban iuran vang dibuktikan dengan tanda pembayaran alau
berdasarkan surat keterangan dari Dewan Pimpinan Partai:

Bagi anggota Partal yang masih duduk sebagal anggota Dewan diperkenankan menjadi
pimpinan Partai apabila telah membayar lunas seluruh kewajiban furan yvang ditetapkan
oleh Parta berdasarkan surat keterangan dan Bendahara Partai;

Bag angeota Partal vang perneh menjadi anggota Dewan terbukt tidak melaksanakan
kewajihan membayar koninbusi atas laporan Bendahara serta aturan lain yang ditentukan
oleh Partm tidak diperkenakan lagi menjadi calon anggota Dewan;

Bagi angpota Dewan yvang pernah diberhentikan oleh DPP sebagai anggota Partai tidak
diperkenankan menjadi pengurus Partar kecuah sudah mendapatkan rehabilitasi dari
Partai.

Bagi Anggota Dewan Terpilih pada Pemilu berikutnya dan belum membayar lunas

seluruh kewajiban mran, maka dsulkan untok tdak dilantik sebagai Anggota Dewan
periode selanjutnya, sebagaimana yvang diatur di pasal 14 ayat 3.
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BAB X
ADMINISTRASI DAN SEKRETARIAT FRAKSI

Pasal 27

Administrasi Fraksi dibantu oleh Tim Asistensi vang berazal dari Dewan vang bekerja dan
diberi honor;

Keuangan dan fasilitas sekretaiat Fraksi diperoleh dengan cara vang halal dan sah yang
bersumber dari; Sckretariat Dewan, iuran anggota Fraksi, sumbangan anggota Fraksi, dan
sumbangan lain vang suh, halal, dan tidak mengikat.

Pasal 28

Tenis don rincian pengeluaran Fraksi diatur oleh pimpinan Fraksi;

Fraksi berkewajiban membantu kegiatan Partai dengan memberikan sumbangan rutin
vang besamya sesua dengan ketentuan tersendini vang ditetapkan Parta;

Pembiavaan kegiatan Fraksi menjadi tangpung jawab dan Kewajiban Fraksi.

Pasal 29

Mekanisme pengelolaan otorisasi keuangan Fraksi ditetapkan oleh Fraksi sesuai dengan
standar operasi pengelolaan keuangan Partai;

Fraksi berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban administrasi dan
keuangan Fraksi kepada Dewan Pimpinan Partai.

BARB X1
PERTANGGUNGIAWABAN FRARSI]

Pasal 30

Pimpinan Fraksi memperanggungiawabkan hasil kerja dan kegiatan Fraksi kepada Partai setiap
3 (tiga) bulan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Parai.

Pasal 31

Apabila berdasarkan evaluasi Dewan Pimpinan Partai, Pimpinan Fraksi tidak menjalankan
fungsinya dengan baik dan atau telah terjadi hal-hal yang merusak citra dan eksistensi Partai,
Partai melakukan perubahan pimpinan Fraksi atas persetujuan Rapat Harian Dewan Pimpinan
Parta.

12 %f\#;
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Pasal 32
Apabila ada anggota Dewan diduga melakukan tindakan/kegiatan/sikap vang merusak
citra dan eksistensi Parlal, Parlai meminta peranggungjawaban langsung kepads anggota
yang bersangkutan;
Apabile anggom dewan sebagaimana di maksud avat (1), maka Partai wajib menjatuhkan
sanksi sesuai dengan peraturan melalui Rapat Harian Dewan Pimpinan Partai.

BARB XI1
FPENLUTLUFP
Pasal 33

Peraturan Partai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Apabila terdapat hal-hal vang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian oleh
DPP.
Ditetapkan di; Jakarta
Pada Tanggal: 29 Juni 2024
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